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ABSTRAK 
 

 
 Pendidikan adalah merupakan hak semua warga negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini penyelenggarakan pendidikan menengah 
atas adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada 
bulan Desember 2019 dunia dilanda wabah virus baru yang oleh WHO 
diumumkan sebagai Coronavirus Disease (Covid-19), dan diumumkan sebagai 
pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 sehingga muncul kebijakan Pembatasan 
Sosial Skala Besar (PSBB) sampai pada ditetapkannya kebijakan Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap pelayanan 
pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implikasi kebijakan PPKM terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta 
mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada SMA Negeri dan SMK 
Negeri di Surabaya selama penerapan kebijakan PPKM Gubenur Jawa Timur. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
yang bertujuan mendeskripsikan dengan menggunakan analisis kualitatif tentang 
peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19 
yang berimplikasi pada pelayanan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri yang 
berlokasi di Kota Surabaya. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukan 
bahwa implementasi kebijakan pembelajaran daring berimplikasi terhadap 
manajemen pendidikan SMA dan SMK di Kota Surabaya dalam aspek personil, 
pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Implementasi kebijakan pembelajaran 
daring juga berimplikasi terhadap manajemen sekolah di satuan pendidikan SMA 
dan SMK Negeri di Surabaya yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, 
pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawasi. Perubahan drastis 
pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran secara daring atau online, 
menyebabkan perencanaan untuk mendesain ulang model pembelajaran tatap 
muka menjadi pembelajaran secara daring tidak dapat dilakukan secara baik, 
terarah, dan komprehensif. Adapun saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
(1) pengalaman pandemi Covid-19 yang memaksa diterapkannya kebijakan 
Belajar Dari Rumah (BDR) atau pembelajaran daring menjadi pelajaran berharga 
untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan pendidikan menengah khususnya 
SMA dan SMK Negeri di Kota Surabaya, (2) perlunya mendorong pengembangan 
pendidikan jarak jauh (PJJ) yang kebijakannya sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya, yakni dengan 
mengembangkan e-learning di satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota 
Surabaya, (3) perlunya e-learning dimasukkan dalam kurikulum pendidikan 
menengah pada satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Surabaya.  
 
Kata kunci: Implikasi, kebijakan, pandemi, pendidikan 
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ABSTRACT 
 

 
Every citizen has the right of education as stated in the Preamble of the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regarding this matter, the 
Government of East Java is authorized to provide primary and secondary 
education. In December 2019, the world was strucked by a new virus plague 
which WHO announced as Coronavirus Disease (Covid-19), the goverment 
declared a pandemic on 12 March 2020 which leads to the adoption of the PSBB 
(Large-Scale Social Restrictions) policy and, eventually, the PPKM (Community 
Activities Restriction Enforcement) policy affected educational service. This study 
aims to describe and analyze how the PPKM affects educational service 
implementation and what factors supporting and inhibiting educational service in 
the High Schools and the Vocational High Schools in Surabaya during the PPKM 
under the Governor of East Java. This descriptive legal research uses a 
qualitative approach to describe, using qualitative analysis, the legal events that 
occurred in society as a result of the Covid-19 Pandemic affected educational 
services in the Public Senior High Schools and the Public Vocational High 
Schools in Surabaya. The result and the conclusion of this study show that the 
implementation of an online learning policy has affected the educational 
management of the High Schools and The Vocational High Schools in Surabaya 
in pasticular aspects of personnel, funding, as well as facilities and 
infrastructures. Online learning policy implementation also affected school 
management in the High School and the Vocational High School educational 
units in Surabaya, including planning, organizational, actuation, and supervision 
functions. A drastic change from learning at school to online learning causes the 
plan to redesign the face-to-face learning model in to the online learning which 
cannot be performed well, directly, and comprehensively. This study suggests that 
(1) the policy of Learning from Home or the online learning policy as the impact 
of the Covid-19 pandemic is a great opportunity to review the secondary 
education management policy, especially for the High Schools and the Vocational 
High Schools in Surabaya, (2) the distance education needs to be developed, as 
regulated in the Law Number 20 of 2003 and its implementing regulations, by 
developing the e-learning in the High School and the Vocational High School 
education level in Surabaya City, (3) e-learning needs to be included in secondary 
education curriculum for the High School and the Vocational High School 
educational level in Surabaya. 
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